
REVIEW RENSTRA DINAS PPKBPP    2015 - 2019 

 

Hal- 1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  KONDISI UMUM 

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah 

diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) 

dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus 

kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar Pembangunan 

Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:  

Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, 

struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta  

persebaran penduduk; 

Kedua Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status 

kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan;  

Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang 

mempengaruhi persebaran penduduk antarwilayah, baik antar pulau 

maupun antara perkotaan dan perdesaan;  

Keempat adalah data dan informasi penduduk;  

Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. 

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, 

oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus 

menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau 

saling bertolak belakang. 

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka 

menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di 

Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi 

demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan 
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kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut 

telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi 

penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya 

proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi 

penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi 

tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut 

dengan bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan jendela 

peluang (Window of Opportunity) yang menjadi landasan untuk memicu 

pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut 

diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya 

sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi 

Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat 

dikendalikan. Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB 

(Pembangunan KKB), Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang harus 

benar-benar dapat memanfaatkan-nya. Peluang emas tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat apabila:  

(1)  kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai 

kompetensi dan daya saing tinggi;  

(2)  tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk 

usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan 

tabungan rumah tangga;  

(3)  tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk 

menciptakan kesempatan kerja produktif; dan  

(4)  pemberdayaan perempuan melalui kelompok UPPKS harus 

ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja 

sehingga dapat menambah tabungan keluarga. 
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Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga 

berencana (KB) khususnya di Kabupaten Lumajang telah berhasil 

menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga 

dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara 

signifikan. 

Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi. Prevalensi pemakaian 

kontrasepsi (Contraceptive Prevalence rate/CPR) masih rendah dan 

bervariasi antar kecamatan, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-

kota. dan 2010, CPR tidak memperlihatkan peningkatan yang berarti, yaitu 

masing-masing dari 66,4 persen (cara modern).  

Masih tinggi dan bervariasinya unmet need. Jumlah pasangan usia 

subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi 

tapi tidak ber-KB (unmet need) yaitu  sekitar 10,30  persen pada tahun 

2013 

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan 

Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja 

dan PUS tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat 

menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang 

tidak aman. Hal ini dapat dicermati dari hasil Survei Kesehatan Reproduksi 

Remaja Indonesia (SKRRI) 2007, memperlihatkan bahwa 2 persen wanita 

dan 8 persen pria mengatakan setuju apabila pria melakukan hubungan 

seksual pranikah. Hanya 1 persen wanita dan 5 persen pria yang setuju 

apabila wanita melakukan hubungan seks pra-nikah. 

Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja. Berdasarkan data 

dari Bidang KS, persentase keluarga yang memiliki anak balita yang aktif 

melakukan pembinaan tumbuh-kembang anak melalui kegiatan kelompok 
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BKB cenderung menurun, yaitu dari 90 persen pada tahun 2012, menjadi 

sekitar 89 persen pada tahun 2013. Sementara, jumlah kelompok BKL pada 

tahun 2013 tercatat sebanyak 7.819 keluarga atau 98 persen dari PPM 

sebesar 7.906 keluarga.. 

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan 

untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. 

Menurut teorikependudukan, pada saat CPR telah mencapai di atas 50 

persen, sangat sulit untuk meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS 

pada umumnya adalah kelompok kelompok sulit (hard core) yang 

memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mengajak mereka ber-KB. 

Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk mengajak mereka ber-

KB adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) 

yang ada, salah satunya adalah UPPKS. Di samping itu, untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I maka 

upaya peningkatan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian kesertaan ber KB nya. Namun sampai dengan saat ini poktan 

tersebut belum optimal dalam meningkatkan dan membina kesertaan ber-

KB serta meningkatkan kemandiriannya. 

Apabila ketidakserasian kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

lainnya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan maka 

peluang untuk mewujudkan kondisi penduduk seimbang akan hilang 

sehingga upaya dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan 

pada tahun 2020 - 2025 juga akan tertunda. Paradigma arah 

pembangunan nasional saat ini yang belum menempatkan bidang 

kependudukan sebagai platform pembangunan utama akan menjadi 

ancaman dalam pembangunan SDM yang berdaya saing di masa yang akan 

datang. 

 



REVIEW RENSTRA DINAS PPKBPP    2015 - 2019 

 

Hal- 5 
 

1.2 LANDASAN  HUKUM 

Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian 

Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 

2015 – 2019 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan 

Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Lumajang,  yaitu : 

a.   Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah 

b.  Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Daerah antar  Pemerintah Pusat dan Daerah. 

c.  Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 

e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

f. Undang-undang No. 54 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggung jawaban Kepala daerah.  

h. Permendagrai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

i. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang 

j. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tahun 2016  tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang. 
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1.3  MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Strategis merupakan proses perumusan langkah-langkah 

strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun  waktu 

tahun-tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul.  Rencana Strategis mengandung visi, 

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi 

perkembangan dimasa depan. Untuk merumuskannya, didahului dengan 

analisis lingkungan internal  dan eksternal yang mencakup keuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan pada lingkup lokal, nasional maupun 

global. 

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 

dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pertanggung jawaban yang jelas, 

tegas dan legal dalam penmyelenggaran pemerintah dan pembangunan  

dibidang Pengendalian Penduduk melalui Keluarga Berencana  dan 

Pemberdayaan perempuan serta Perlindungan Anak di Kabupaten Lumajang. 

Tujuan adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan 

program Pengendalian Kependudukan,Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 

memberikan pelayanan masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 
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1.4  SISTEMATIKA  PENULISAN 

Adapun sistematika penyusunan Review RENSTRA Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang  tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut 

: 

❑ BAB I ❑ PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan 

Renstra, landasan hukum, Maksud dan tujuan,  serta  

sistematika penulisan. 

❑ BAB II ❑ GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat Tugas, Fungsi 

dan Struktur Orgnaisasi, Potensi dan Permasalahan, 

Tantang dan Peluang. 

❑ BAB III ❑ ISU-ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI, memuat Perencanaan dan Evaluasi, 

Pelaksanaan dan pengendalian, Sumber Daya Manusia, 

Kebijakan Pemerintah, Kondisi Saat ini dan Kondisi yang 

diharapkan. 

❑ BAB IV ❑ VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN 

KEBIJAKAN,  berisi  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategis  

❑ BAB V ❑ RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INIDKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF, berisi  Arah Kebijakan dan Strategis, Program 

dan Kegiatan Prioritas 

❑ BAB VI ❑ PENUTUP 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN  PELAYANAN  OPD 

 
2.1. SUSUNAN ORGANISASI 

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang 

hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara 

menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, 

sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan 

wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu 

dengan lainnya  

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang  

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan  Peraturan Bupati No. 

67 Tahun 2016 tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.  

Susunan  Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang sesuai 

dengan Peraturan Daerah tersebut di atas  adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :  

a. Sub Bagian Penyusunan Program  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan, 

yang membawahi 3 Seksi  : 

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan, 

b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 
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c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. 

4. Kepala Bidang  Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi : 

a. Seksi Distribusi Alkon, 

b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, 

c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana 

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang 

membawahi 3 Seksi : 

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, 

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, 

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja. 

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang 

membawahi 3 seksi : 

a. Seksi Pengarus Utamaan Gender, 

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan, 

c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak. 

7. Unit Pelaksana Teknis 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang, maka dapat dilihat pada skema berikut 

ini : 

 

a. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekertaris yang dalam 

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas : 

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat; 
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2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat  

pelaksana dan staf Sekretariat 

Sekretaris membawahi : -  Sub Bagian Penyusunan Program 

-  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

-  Sub Bagian Keuangan   

a). Sub. Bag. Penyusunan Program, dipimpin oleh seorang kepala 

Sub. Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan 

penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas, melakukan 

penyusunan laporan perencanaan dan kinerja tugas dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 Sub.Bag. Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun 

rencana program kerja, menghimpun data dan menyiapkan 

bahan koordinasi penyusunan program; membantu Sekretaris 

dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan pelayanan 

internal. 

b). Sub. Bag. Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub. 

Bagian Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 Sub.Bag. Kepegawaian mempunyai tugas mengelola pengadaan 

dan inventarisasi barang inventaris, menyusun                                                       

rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan 

barang unit, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan 

dan keprotokolan dan melakukan urusan kerjasama, hubungan 

masyarakat dan protokol serta memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Sekretaris. 

c). Sub. Bag. Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian 

Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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  Sub.Bag. Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan 

penatausahaan administrasi keuangan Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaaan Perempuan. 

 

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan  

mempunyai tugas  pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk  

sinkronisasi, merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan  di bidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan  di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala  Dinas. 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan membawahi : 

a). Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Advokasi dan Penggerakan yang dalam melaksanakan tugas berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. 

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan 

advokasi, komunikasi informasi, edukasi dalam program keluarga 

berencana dan kesejahteraan keluarga, melaksanakan pembinaan 

institusi masyarakat dan mempersiapkan fasilitas kegiatan yang 

mendukung advokasi dan penggerakan program KB 

b). Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB  dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan 

Kader KB yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan. 

     Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, 

mempunyai tugas  memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian 

prestasi kerja kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya, 

mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan program serta melaksanakan upaya-upaya 

tercapainya pelaksanaan dan pengendalian penyuluhan dan 

pendayagunaan PLKB dan Kader KB. 

c). Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarg 

yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 

dan Penggerakan.  

 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai 

tugas melaksanakan sinkronisasi kebijakan kependudukan, 

menyajikan data dan informasi, mengembangkan sistem jarinagn 

data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana 

serta keluarga sejahtera, menyusun perencanaan dan pengendalian 

penduduk, bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta 

pembinaan di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk 

dan kerjasama pendidikan kependudukan. 

 

c. Bidang Keluarga Berencana 

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
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Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam melakukan rencana program operasional dan pengendalian 

pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi. Serta menyusun 

kegiatan dan anggaran kebijakan operasional dan pengendalian program 

KB dan kesehatan reproduksi di wilayah Kabupaten. 

Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi : 

a). Seksi Distribusi Alkon mempunyai tugas merencanakan, mencatat dan 

melaporkan pendistribusian alkon sampai dengan pertanggung 

jawaban pengiriman 

b).Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi 

mempunyai tugas membantu Bidang Keluarga Berencana dalam 

melaksanakan  kegiatan dan rencana kerja peningkatan jaminan dan 

pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan 

Hak Reproduksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

c). Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas membantu Bidang 

Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan dan sinkronisasi 

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB dengan lembaga dan 

Dinas terkait 

 

d Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melakukan rencana kerja bidang 

ketahanan dan keluarga sejahtera serta menyusun kegiatan dan 

anggaran kebijakan bidang ketahanan dan keluarga sejahtera di wilayah 

Kabupaten. 
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Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera yang dalam 

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera membawahi : 

a). Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas 

mengembangkan konsep kemitraan, permodalan, penjaringan 

pemasaran bagi program pemberdayaan keluarga sejahtera. 

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera. 

b). Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai 

tugas membantu Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dalam 

melaksanakan kegiatan dan rencana kerja pengembangan ketahanan 

keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.  

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan 

Lansia dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan 

Keluarga Sejahtera. 

c). Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas membantu Bidang  

Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan 

     kegiatan dan pembinaan peningkatan penanggulangan masalah 

remaja. 

Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Bina Ketahanan Remaja dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera. 
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e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak  

dipimpin oleh seorang kepala Bidang pemberdayaan dan perempuan dan 

perlindungan anak dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak  

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan 

pendampingan penyusunan analisis gender dan bantuan teknis terkait 

pemberdayaan perempuan bagi organisasi kemasyarakatan. 

Kepala Bidang  Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak  

membawahi : 

a). Seksi Pengarus Utamaan Gender  

Seksi Pengarus Utamaan Gender mempunyai tugas membantu Bidang 

Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

melakukan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender, 

pembentukan forum koordinasi dan Bimtek kelembagaan Pengarus 

Utamaan Gender. 

Seksi Pengarus Utamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Pengarus Utamaan Gender dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

b). Seksi Pemberdayaan Perempuan 

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.  

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Seksi 

Pemberdayaan Perempuan yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Bidang  Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
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a. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana 

Unit pelaksana teknis mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Bidang Keluarga 

Berencana berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kepala Dinas. 

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala UPT Keluarga 

Berencana yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengkoordinir 

koordinator setiap kecamatan pada wilayah masing-masing. 
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Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai 

berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA 

BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
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SEKSI 
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SEKSI 

PEMBINAAN 
KESERTAAN 
KELUARGA 

BERENCANA 

 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

KELUARGA 
SEJAHTERA 

 

SEKSI 

BINA KETAHANAN 
KELUARGA BALITA, 
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SEKSI 
BINA KETAHANAN 
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SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 
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PERLINDUNGAN 
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SEKSI 
PENYULUHAN DAN 
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PLKB DAN KADER KB 
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KELUARGA 

SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN 
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KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN PROGRAM 

 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN  

 

BIDANG 
KELUARGA 

BERENCANA 

 

BIDANG 
KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

 

BIDANG 
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2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan 

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

2.2.1. Potensi 

Potensi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dapat 

diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut : 

1. Reputasi dan pengalaman Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Lumajang dalam pengendalian penduduk melalui program KB 

dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB, hal 

ini dapat dilihat dengan bertahannya di kwadran I dengan TFR 

rendah LPP rendah dan cakupan peserta KB Tinggi 

2.  Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal. 

4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah. 

5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan KKB yang 

mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan 

yang transparan dan akuntabel. 

6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal 

membutuhkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

pelembagaan budaya kerja Cerdas, Ulet dan Kemitraan (CUK). 
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Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar 

bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang untuk menjadi Dinas 

pemerintah daerah yang memegang amanah dalam merevitalisasi 

Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan 

kebijakan pembangunan lainnya. 

2.2.2. Permasalahan 

Di samping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam 

Pembangunan Kependudukan dan KB seperti telah diuraikan di atas, 

masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan 

dalam periode pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan di 

bawah ini meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan 

kapasitas kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

a. Kelemahan 

1. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Lumajang yang disebabkan adanya moratorium PNS 

sehingga petugas KB di lini lapangan terhadap desa yaitu 1 

berbanding 4 - 5 desa 

2. Masih tingginya angka usia kawin pertama wanita pada usia < 

20 tahun, sebesar 27% dari total perkawinan 

3. Masih rendahnya peserta KB Pria yaitu sebesar 1,5% dari total 

PUS; 

4. Prevalensi  menurut Susenas masih rendah sebesar 65% 

5. Masih rendahnya cakupan MKJP  sebesar 25 % dari total PUS, 
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6.  Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat 

kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB  belum 

optimal. 

 

b. Tantangan 

1.  Meningkatkan Rasio Petugas Penyuluh KB Lapangan sehingga 1 

PLKB menangani rata-rata 3 – 5 desa, 

2. Meningkatkan Cakupan MKJP khusunya IUD karena penggunaan 

alat kontrasepsi IUD masih dianggap tabu khususnya di daerah-

daerah tertentu 

3. Meningkatkan PUP melalui KIE sehingga Usia Kawin pertama 

wanita  < 20 tahun mencapai maksimal 10% 

 

c. Peluang 

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, maka Badan Keluarga Berencana  Kabupaten 

Lumajang diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian 

penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam 

melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana mempunyai 

fungsi dalam pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan 

komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi, serta pembinaan. 

2 Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap 

pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan 

dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari 

prioritas nasional dalam RPJMN 2010- 2014. 
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3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung 

kebijakan Pembangunan KKB  di Kabupaten Lumajang. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Lumajang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam 

upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang maupun 

pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Sejalan dengan 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mewujudkan masyarakat 

lumajang yang sejahtera dan bermartabat, maka dibentuk suatu Dinas tersendiri  

untuk mencapai tujuan daripada visi, misi tersebut sehingga Program dan 

kegiatan khususnya dalam pembangunan Keluarga Berencana dapat terwujud 

dengan Keluarga Kecil Berkualitas, namun belum mampu menjawab isu pokok 

yaitu Peningkatan Usia Perkawinan Muda dan penurunan  PUS Unmeed Need 

serta Peningkatan akseptor MKJP. 

Dengan adanya OPD tersendiri (Dinas), sebagai pelaksana kebijakan 

strategik pemerintah kabupaten Lumajang di Bidang Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, berarti beban kerja, fungsi, 

dan peran manajemen organisasi ini semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu 

peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan sesuai Tupoksinya, melalui perencanaan strategik 

yang berbasis isu-isu startegik yang diidentifikassi dari adanya kesenjangan 

antara  kondisi nyata saat ini tahun 2014 dibandingkan dengan kondisi yang 

diharapkan tahun 2019. Bertolak dari isu-isu strategik tersebut akan disusun 

rencana strategik yang realistis dan strategik. 

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2014) dan kondisi yang diharapkan 

(tahun 2019), maka dirumuskan isu-isu strategik yang dikelompokkan menurut 

aspek manajemen meliputi : 1) perencanaan dan evaluasi kinerja, 2) pelaksanaan 
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dan pengendalian, 3) sumber daya manusia, 4) kebijakan pemerintah atau 

regulasi, dan 5) fenomena aktual KB. 

 

3.1. Perencanaan dan evaluasi kinerja 

a. Perencanaan Umum (Sekretariat) 

• Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas 

memadai di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan 

pengelolaan keuangan 

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk 

mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal 

organisasi 

• Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang 

mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi  

• Penyediaan software system informasi manajemen asset, kepegawaian, 

dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas2 internal organisasi 

b. Perencanaan Kinerja 

• Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang 

professional mutlak diperlukan, guna penerapan ‘gender budgeting’ di 

seluruh bidang pembangunan, serta terwujudnya sinkronisasi 

perencanaan pembangunan lingkup pemberdayaan perempuan dan 

keluarga berencana secara komprehensif. 

• Ketersediaan statistic data terpilah dan data base kasus setiap sector 

terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang pembangunan,  

melalui analisis situasi, guna mendorong implementasi strategi 

pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di 

Kabupaten Lumajang. 
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c. Evaluasi Kinerja 

• Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan 

yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat 

diketahui hubungan antara perencanan dengan evaluasi kinerja dengan 

indicator (out come) seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, 

penurunan angka kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia 

subur peserta KB aktif, serta angka vertilitas penduduk Kabupaten 

Lumajang. Dampak (impact) arah kebijakan yang diharapkan yaitu 

terwujudnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, dan 

kaitan dengan program lain. 

• Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu 

pemantauan dan evaluasi respon (pemahanan, sikap dan perilaku) 

masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program, untuk masukan 

kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada keluarga dan masyarakat. 

 

3.2. Pelaksanaan dan Pengendalian 

• Kejelasan rumusan program dan kegiatan lingkup  keluarga berencana, 

serta kesejahteraan keluarga yang berperspektif gender  di masing-

masing sector terkait yang sinkron dan sinergi. 

• Kejelasan struktur yang menangani teknis layanan KB di tingkat kab 

dan lini lapangan, yang akan menjadi acuan kejelasan wewenang dan 

alokasi anggaran program KB di Kabupaten Lumajang. 

• Perluasan advokasi, sosialisasi, serta publikasi informasi dan edukasi 

tentang tentang KB  dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kab. 

• Upaya mewujudkan kesetaraan gender memerlukan perumusan 

kebijakan strategis di 3 kelompok bidang, yakni  bidang politik, sosial 

dan budaya (polsosbud); bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan 

lingkungan hidup; serta bidang pendidikan dan kesehatan. 
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• Pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan 

rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara 

perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indikator (out come) 

seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka 

kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB 

aktif, serta angka fertilitas penduduk Kabupaten Lumajang. 

• Sinkronisasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi  kabupaten ke 

Kecamatan. 

 

3.3 Sumber Daya Manusia 

Ada 3 (tiga) karakteritik sumber daya manusia yang menjadi kunci atau 

focal point bagi peningkatan kinerja Badan Keluarga Berencana.  

• Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana 

kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, 

dan mampu melaksanakan secara profesional.  

• Untuk penyebarluasan program Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera di masyarakat diperlukan tenaga fasilitator dan 

tenaga penyuluh.  

• Efektifnya implementasi program KB sangat ditentukan oleh peran 

semua stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan 

sosialisasi program. 

 

3.4 Kebijakan Pemerintah atau Regulasi 

• Kebijakan nasional tentang Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera  memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang 

aturan pelaksanaan sesuai  karakteristik kondisi daerah.  

• Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas 

fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah, untuk 

mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya dan 
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kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan 

program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di 

tingkat kabuapten sampai ke Lini Lapangan 

 

3.5 Kondisi Tahun 2014  

Capaian hasil program Keluarga Berencana dan pembangunan 

keluarga Sejahtera di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

- Total Fertiliy Rate (TFR) tercapai  :   1,9 

- Laju Pertumbuhan Penduduka sebesar  :   0,42 

- PUS Unmeet Need tercapai   :   10,56 

- UKP  < 20 Tahun :  27,46% dari total Perkawinan 

- CPR : 76,6%  ( Susenas : 65%) 

- Ratio PLKB terhadap Jumlah Desa :  1 : 5 

 

3.6 Kondisi Yang di Harapkan Tahun 2019  

-  Meningkatkan Penyuluhan dan Pembinaan baik kepada Akseptor KB 

maupun Calon Akseptor  sehigga  TFR tetap  di bawah 2,0 atau setara 

dengan NNR = 1 dan Laju Pertumbuhan penduduk tetap terkendali di 

bawah 1 

- Menurunkan Pus Unmet Need maksimal  6 % 

- CPR sebesar  80% 

- Peningkatnya jumlah penyuluh Keluarga berencana dengan melalui 

rekruitmen CPNS sehingga Ratio PLKB terhadap jumlah desa sebesar : 1 

:  2 – 3 

- meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP sebesar 60% dari total Peserta 

KB Aktif. 

- Menurunnya Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita di Kabupaten 

Lumajang sebesar 10% dari Total Perkawinan 
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- Meningkatnya Ratio Peserta KB Pria terhadap jumlah PUS sebesar  :  

10% 
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BAB IV 

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 
4.1. VISI 

Dalam melaksanakan program pembangunan Keluarga Berencana, 

maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan mengacu pada visi dan misi yang sesuai dengan 

Visi Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang 

Yang Sejahtera dan Bermartabat”.  Sejalan dengan Visi Pemerintah 

Kabupaten Lumajang maka Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tersebut adalah : “Penduduk 

Tumbuh Seimbang“,  Visi tersebut mengacu pada  Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang  Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi ini adalah merupakan 

salah satu prioritas Pemerintah dalam Pembangunan Nasional yaitu 

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga 

berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka Feritilitas (TFR) 

menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. 

Dari Visi tersebut arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan yaitu Penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga Kecil yang 

berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang lebih sejahtera. 

Sedangkan alur pikir dalam penyusunan Renstra berdasarkan pada tingkat 

keberhasilan dari suatu kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan 

strategis berdampak pada keberhasilan  program, kebijakan,sasaran ,tujuan, 

misi dan pencapaian Visi, maka keberhasilan program pada Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan dapat diukur pada evaluasi kegiatan yang telah disusun melalui 

Rencana Kerja Tahunan (RKT ). 
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4.2. MISI 

 

Untuk mewujuidkan Visi tersebut diatas, Misi Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Lumajang  adalah Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas, Bahagia 

dan Sejahtera dengan Dua Anak Cukup dengan filosofi “ Menggerakkan 

Peran Serta Masyarakat dalam Keluarga Berencana” yang memiliki nilai-nilai 

cerdas, ulet dan kemitraan. Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian 

kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; 

peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; 

pengendalian penduduk dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk 

Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka 

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak 

reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB. 

 

4.3. TUJUAN 
 

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Lumajang, maka tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Lumajang yaitu : 

1.  Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan 

kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional 

dan daerah yang berwawasan kependudukan. 

2.  Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga 

kecil berkualitas bahagia sejahtera sehingga TFR dan LPP dapat di 

pertahankan bahkan turunkan, 
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3. Meningkatkan kethanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Tri Bina 

(BKB, BKR dan BKL) 

 
Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2015 

– 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pertanggung jawaban yang 

jelas, tegas dan legal dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan  

di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang. 

Tujuan adalah mengendalikan laju pertumubuhan penduduk dan 

meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan bagi pemerintah 

Kabupaten Lumajang. 

 
 
2.4. SASARAN STRATEGIS 

 

Rencana Strategis merupakan proses perumusan langkah-langkah 

strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun  waktu 

tahun-tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul.  Rencana Strategis mengandung visi, 

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi 

perkembangan dimasa depan. Untuk merumuskannya, didahului dengan 

analisis lingkungan internal  dan eksternal yang mencakup kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan pada lingkup lokal, nasional maupun 

global. 

Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015-2019 adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya Kepesertaan ber-KB 

2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan 

3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan  
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4. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 10 

persen (Susenas 2010) menjadi sekitar 6 persen dari jumlah pasangan 

usia subur. 

5. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 27%  pada 

tahun 2014 menjadi 10 % dari total UKP pada usia Kawin < 20 tahun. 

6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 2 persen menjadi sekitar 10 

persen. 

7. Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan 

KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen 

menjadi 82 persen,dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen. 

8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja 

dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 

melalui kelompok kegiatan Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) dari 90% 

menjadi 100% yang aktif dalam setiap pertemuan. 

9.  Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai 

SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen. 
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BAB  V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 
 

5.1.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
5.1.1. Arah Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

keluarga kecil bahagia sejahtera, yang ditandai dengan menurunnya 

angka TFR menjadi 2,1 dan NRR = 1,0, meningkatnya CPR cara 

modern menjadi 65%, meningkatnya  median Usia Kawin Pertama 

(UKP) perempuan menjadi 21 tahun, menurunnya ASFR (15-19 

tahun) menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, 

meningkatnya kesejahteraan peserta KB dan meningkatnya 

ketahanan keluarga maka arah kebijakan Program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional periode 2015-2019 adalah sebagai 

berikut: 

a. Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada: 

1) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; 

2) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan 

pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian 

penduduk; 

3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) 

berbasis Teknologi Informasi (IT); 

4) Pelatihan  dan pengembangan program kependudukan dan KB; 

5)  Peningkatan kualitas menajemen program; 

6) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB; 

7) Tercukupinya anggaran untuk program KB; 
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8) Penambahan tenaga utamanya fungsional KB (PKB/PLKB);  

b. Penyerasian kebijakan pengendalian Penduduk yang ditekankan 

pada : 

1) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk 

melalui Perda; 

2) Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana  

yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; 

3) Penyediaan sasaran parameter kependudukan dan Keluarga 

Berencana yang disepakati semua sektor terkait. 

 

5.1.2.  Strategi 

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan 

pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan 

berwawasan kependudukan dengan menyerasikan kebijakan 

pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan 

pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasikan 

kebijakan dan program Keluarga Berencana serta melakukan 

analisis dampak kependudukan. 

b. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga 

Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB; 

c.  Meningkatakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 

pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja 

dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan 

pendapatan keluarga melalui UPPKS; 
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d.  Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna 

meningkatakan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) 

dan meningkatkan peranserta mitra kerja; 

e.  Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi 

kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya; 

f.  Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pada program 

kependudukan dan KB; 

g.  Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan 

serta mingkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara 

efektif dan efisien. 

 

5.2.  PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2015 

– 2019 memuat langkah-langkah strategis tugas-tugas penyelenggaraan  

sesuai dengan kewenangan  yang dilaksanakan. Kewenangan  tersebut 

sesuai dengan Kepmendagri nomor  59 tahun 2007 dan Peraturan Bupati 

Lumajang No. 54 tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan yang meliputi : 

 

1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan : 

- Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi  

melalui Sekolah dan Kelompok Kerja  

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan : 

- Pembinaan Pelayanan Publik 

3 Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan : 

- Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 
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- Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) 

di Kelurahan 

- Pendistribusian Alat Kontrasepsi 

- Jaminan Pelayanan KB 

- Pendewasaan Usia Persalinan melalui SUSCATIN 

- Safari KB 

4 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 

yang Mandiri, dengan kegiatan : 

- Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

- Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 

5 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, 

dengan rincian kegiatan : 

- Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media 

Elektronik 

6 Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU, 

dengan rincian kegiatan : 

- Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-

PADU 

7 Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS, dengan kegiatan : 

- Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program 

KB/KS 

- Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan 

KB/KS 

8 Program Pengendalian Kependudukan, dengan kegiatan : 

- Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian 

Penduduk 

- Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

- Pembinaan Tenaga Fungsional KB 

- Kampung KB 
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9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 

Perempuan, dengan kegiatan : 

- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 

dengan kegiatan : 

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan 

Anak 

11 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, 

dengan kegiatan : 

- Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera 

(P2W-KSS) 

12 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan, dengan kegiatan : 

- Pembinaan Organisasi Perempuan 

- Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan 

Gender 
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BAB VI 

P E N U T U P 

 
Rencana Strategis ini memuat visi dan misi sekaligus tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. 

Dengan disusunnya rencana strategis ini dapat diketahui  bahwa tujuan  

yang akan dicapai adalah ; Menurunkan TFR dan Mengendalikan laju 

pertumbuhan Penduduk sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang dan 

Meningkatkan Upaya – upaya peningkatan ketahanan  kelangsungan  serta 

penguatan program kelembagaan dan jaringan . 

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi 

Remaja melalu KRR, WUS dan PUS terhadap Program KB; Meningkatnya Peserta 

KB MKJP dan KB Pria dalam upaya peningkatan CPR dan penurunan angka Drop 

Out, Meningkatnya Pemberdayaan keluarga yang mengarah pada keluarga yang 

tercakup dalam BKB, BKR, BKL dan BLK, Meningkatnya anggota kelompok UPPKS 

yang memperoleh fasilitas kredit dan aktif berusaha serta Meningkatnya 

kemandirian Institusi Masyarakat Pedesasaan PPKBD dan Sub PPKBD. 

Penyususunan Rencana Strategis bermanfaaat memberi arah kebijakan 

secara bertahap dan berkesinambungan  dalam pelaksanaan Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak khususnya pada bidang operasional seperti Bidang Keluarga 

Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang 

Pengendalian Penduduk. 

Secara umum, di dalam Rencana Strategis ini dapat diketahui bahwa 

kendala yang timbul adalah terbatasnya jumlah Petugas KB sedangkan wilayah 

cukup luas  dan sulit di jangkau serta masih kentalnya sosial kultur budaya 

sehingga peningkata PUP masih cukup sulit, dimana salah satu upaya 
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pemecahannya adalah dengan melakukan peningkatan SDM bagi Kader IMP dan 

pendekatan melalui TOMA dan TOGA. 

Semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang ini dapat 

bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan masyarakat 

Lumajang pada umumnya. 

 

Lumajang,      Agustus 2017 
Kepala Dinas Dalduk, KB dan PP 

Kabupaten Lumajang 
 
 
 

dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196405251989112003 
 

 

 

 

 


